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ABSTRACK 

Ali Alatas (2020) : Penyalahgunaan Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit 

Oleh Tengkulak Ditinjau Dari Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, 

Takar,Timbangan Dan Perlengkapannnya Asal Impor. ( 

Studi Kasus Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah 

Samo) 

Skripsi ini membahas Penyalahgunaan Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit 

oleh Tengkulak ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Alat-alat Ukur, Takar,Timbangan dan Perlengkapannnya Asal Impor.( Studi 

Kasus Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo). Petani  saat ini lebih 

cendrung memilih menjual hasil buah  kelapa Sawit nya kepada Tengkulak 

dibandingkan menjual langsung ke Pabrik dikarenakan menjual  kepada tengkulak lebih 
mudah dan mau menampung dengan hasil buah kelapa sawit yang sedikit,karena hasil 

kebun petani beragam, ada yang sedikit dan ada yang banyak, tanpa mengantar 

langsung kepabrik dengan jumlah buah sawit yang sedikit dan persyaratan yang banyak  

harus dipenuhi. Banyak Tengkulak melakukan penimbangan kelapa sawit dengan 

menggunakan Timbangan yang sudah diolah sedemikian mungkin untuk memperoleh 

keuntungan dari timbangan tersebut, kebanyakan petani selama ini tidak setuju dengan 

timbangan seperti itu. 

Rumusan masalah yang menjadi kajian didalam tulisan ini adalah bagaimana 

pelaksanaan Permendag Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penyalahgunaan Timbangan 

Kelapa Sawit dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Rambah Samo Barat Keacamatan 

Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Serta apa penyebab terjadi kecurangan 

Timabangan oleh Tengkulak dalam jual beli Kelapa Sawit di Desa Rambah Samo Barat 

Kecamatan Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagi pelaku usaha 

khususnya Tengkulak Kelapa Sawit agar dapat mempertanggungjawabkan terhadap 

kerugian yang di derita Petani Kelapa Sawit dari akibat adanya penyalahgunaan 

Timbangan oleh Tengkulak berdasarkan Permendag Nomor 23 Tahun 2018 Tentang 

Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor dan Undang- Undang 

Nomor  2 Tahun 1981. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis dan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 Orang Terdiri dari Tengkulak 

(toke) Kelapa Sawit 6 Orang, Petani Kelapa Sawit 25 dan 2 Pegawai Dinas 

perindustrian dan perdagangan. Peneltian ini menggunakan metode Purposive 

Sampling. Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi, 

Wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah Analisis Deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Permendag Nomor 

23 Tahun 2018 dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 belum terlaksana secara 

Efektif karena kecurangan timbangan oleh Tengkulak di Desa Rambah Samo Barat 

masih terjadi sehingga merugikan petani Kelapa Sawit, dan juga merupakan dari 

kelalaian petani Kelapa Sawit yang kurang teliti, bijak dalam memperhatikan timbangan 

yang dimiliki oleh tengkulak (toke).  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang sangat penting di dunia yang 

dapat menghasilkan beberapa produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan 

dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Tanaman sawit berasal dari 

Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848, 

beberapa bijinya ditanam di kebun raya Bogor. Sementara sisa benihnya ditanam di 

tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatra Utara pada tahun 1870-an. 

Berkembangnya perkebun sawit di dunia bersamaan meningkatnya permintaan 

minyak nabati akibat revolusi industri pertengahan abad ke-19.
1
 

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satuproduk andalan dari indonesia 

untuk meningkatnya perekonomian negara. Karena dalam enam tahun terakhir 

keuntungan rata-rata cenderung mengalami peningkatan. Dalam pengelolan 

perkebunan sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh rakyat dan perusahaan 

besar, baik pemerintah maupun swasta, Dalam manajemen pengelolaan yang 

masing-masing perusahaan memiliki cara tersendiri mulai dari penanaman sampai 

dengan menghasilkan minyak, yang dikelola dengan wadah organisasi yang 

berbeda-beda. 

Kelapa sawit telah menjadi komoditas andalan sebagai sumber devisa negara 

non migas, penciptaan lapangan kerja dan pelestarian lingkungan hidup. 

Berdasarkan informasi pusat data dan informasi pertanian, Departemen pertanian

                                                                     
1 Satjibto Raharjo, Ilmu Hukum, ( Bandung, Citra bakti, 1991 ), h, 254 
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 luas areal kebun sawit di Indonesia sampai dengan tahun 2006 mencapai6,07 

juta Ha. Dengan rasio penggunaan tenaga kerja  yang terserap mencapai 3,5 juta 

orang. 

Saat ini Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia 

kemudian Malaysia di urutan kedua. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit 

di kuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Produksi minyak sawit (CPO) Indonesia 

tahun 2018 31,10 juta ton dan di posisi kedua di tempati oleh negara jiran Malaysia 

dengan produksi minyak sawit (CPO) tahun 2018 sebesar 19,2 juta ton, di susul 

oleht Thailand,Vietnam, Nigeria, Papua Nugini, Ekuador, Honduras, dan Cote 

Divoire. Dilihat dari perekonomian negara Indonesia saat ini industri kelapa sawit 

memiliki peran penting  karena komoditas ini punya propek yang baik bagi 

pendapatan petani dan negara, sebagai sumber sumber devisa dan dapat menguragi 

pengangguran dalam bentuk penerimaan pekerjaan. 

Sejalan dengan kebu tuhan kelapa sawit yang terus menerus meningkat 

menyebabkan pelaku usaha terus berupaya untuk meningkat penghasilannya 

walaupun harus melakukan pelanggaran etika yang dapat menimbulkan kerugian 

seketika atau kerugian oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran 

etika bisnis biasanya akan melibatkan sedikit banyaknya kerugian bagi orang lain. 

Dalam etika bisnis menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan 

terutama dalam perdagangan. Dengan demikian dalam hukum bisnis ini 

diselesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu aspek keadilan sangatlah 

penting bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Kejujuran dan kebenaran merupakan 
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nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, kecurangan, sikap eksploitasi 

orang lain yang tak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu 

merupakan perbuatan yang dilarang. 

Sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 23 Tahun 2018 yang berunyi : 

Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya 

disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapanya 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang 

Metrologi Legal. 

Dalam Undang-undang  Nomor 2 Tahun 1981  pada bab VII  tentang 

perbuatan dilarang di jelaskan dalam Pasal 27 yang berbunyi ; 

1. Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk,  atau alat lainnya sebagai 

tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang sdah ditera atau yang 

sudah di tera ulang. 

2. Alat-alat ukur,  takar atau timbang yang di ubah atau di tambah dengan cara 

sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak 

ditera atau tidak ditera ulang. 

Di dalam BAB VIII tentang ketentuan pidana dalam Pasal 32  ayat 1 

dijelaskan bahwa :  

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, pasal 

26, pasal 27 dan pasal 28 UU ini dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun 

dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (1 juta Rupiah). 
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Kecurangan bermaksud meletakkan sesuatu perkara di tempat yang bukan 

sebenarnya, Dan sebaliknya, keadilan bermaksud meletakkan suatu perkara 

ditempat yang sebenarnya. Defenisi ini yang penting ini selanjutnya membentuk 

sifat yang luas dan positif tentang keadilan dalam hukum bisnis. Salah satu 

kegiatan ekonomi yang dalam hukum bisnis adalah tentang jual beli. Dalam jual 

beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual 

dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya 

dikatakan maka tidak ada nilai manfaat, dan mengingatkan untuk menjaga haknya 

tanpa mengurangi hak orang lain. Transaksi jual beli yang ideal adalah hasil 

panen kelapa sawit petani yang dijual kepada Tengkulak (Toke), kemudian dijual 

ke pabrik (PT) dikarenakan perusahaan berkepentingan dalam kestabilan 

manajemen Tengkulak (Toke), agar Tengkulak berjalan dan bisa memenuhi 

kebutuhan petani. Akan tetapi pada kenyataannya manajemen Tengkulak tidak 

berjalan dengan semestinya akibat adanya unsur kecurangan dalam 

manajemennya.
2
  

Dalam prospek  perkebunan kelapa sawit mendorong pemerintah Indonesia 

untuk terus mengembangkan areal kelapa sawit salah satunya sentra perkebunan 

kelapa sawit adalah Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo 

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menjadi salah satu pengemban usaha 

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan melalui bentuk 

usaha perkebunan rakyat. Petani pola pola swadaya merupakan pengusahaan 

atau pola pengelolaan kebun yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya 

                                                                     
2
 .Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta selatan :  Grafika, 

2009 ), h. 204 
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dengan dana sendiri dan usaha sendiri yang dimulai dari pengadaan sarana 

prasarana produksi sampai pemasaran hasil panen kelapa sawit yaitu beruba 

Tandan Buah Segar (TBS) yang pada umumnya dilakukan melalui tengkulak 

perantara atau sebagai pemasaran. 

Pada kenyataanya petani swadaya sering menghadapi permasalahan dalam 

pemasaran kelapa sawit yaitu dalam bentuk TBS. Pada umumnya pemasaran TBS 

ke pabrik kelapa sawit (PKS). Petani bekerjasama dengan Tengkulak (Toke), 

untuk itu diperlukan adanya penaganan yang lebih baik dari sistem pemasaran 

komoditi kelapa sawit  ini karena dengan sistem pemasaran yang baik akan 

memberikan keuntungan yang lebih besar kepada petani dan juga akan 

merangsang petani untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan 

perekonomian petani. Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Rambah Samo , 

Masyarakat memiliki lahan kelapa sawit sendiri  yang hasilnya dijual langsung 

kepada Tengkulak (Toke), dengan sistem jual beli timbang menggunakan 

timbangan dacin gantung 110 kg.  

Fungsi dari timbangan gantung sebagai alat untuk mengukur berat atau 

beban. dengan cara barang di gantung pada pengait timbangan, dengan dibantu 

keranjang yang dengan berat 10 kg, tetapi pada faktanya keranjang sebagai alat 

bantu timbangan tersebut beratnya itu 7 kg yang dibulatkan jadi 10 kg, jadi hasil 

timbangan hasil kelapa sawit setelah dilakukan pengurangan terhadap alat bantu 

timbangan keranjang yaitu 100 kg. Dilapangan juga tengkulak (toke)  melakukan 

kecurangan terhadap timbangan dengan menambahkan alat berupa besi didalam 

tutup dacing timbangan yang dapat megurangi berat atau beban dari tandan buah 
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sawit (TBS) dari berat normal sepatutnya, sehingga sangat merugikan petani 

kelapa sawit dari segi hasil panen sawitnya dan juga dapat menghambat 

perkembangan perekoniam masyarakat yang bergantung pada perkebunan kelapa 

sawit.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang kecurangan penggunaan alat timbangan pada jual beli kelapa sawit yang 

dilakukan oleh Tengkulak (Toke) pada hasil perkebunan masyarakat, oleh karena 

itu, penulis mengambil judul “PENYALAHGUNAAN TIMBANGAN DALAM 

JUAL BELI KELAPA SAWIT OLEH TENGKULAK  DI TINJAU DARI 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2018 

TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN 

PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR . (Studi Kasus Desa Rambah Samo 

Barat Kecamatan Rambah Samo). 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dan agar penelitian 

ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti . Penelitian 

ini di fokuskan kepada penyalahgunaan timbangan oleh tengkulak dalam proses 

jual beli kelapa sawit. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasrkan dari penjalasan mengenai permasalahan yang ada dilatar 

belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
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1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Mendag Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

penyalahangunaan timbangan kelapa sawit dalam jual beli kelapa sawit di 

Desa Rambah Samo Barat  ? 

2) Apa yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan timbangan oleh tengkulak 

dalam jual beli kelapa sawit di Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah 

Samo Kabupaten Rokan Hulu ? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mencegah tidak terjadinya penyalahgunaan timbangan dalam jual 

beli kelapa sawit di Desa Rambah Samo Barat. 

b.  Untuk menambah wawasan kepada penulis dan harapan dapat bermanfaat 

bagi pembaca. 

c. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penimbangan oleh Tengkulak dalam 

jual beli kelapa sawit di Desa Rambah Samo Barat. 

d. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap sistem penimmbangan dalam 

jual beli sawit kelapa sawit. 

e. Untuk memastikan terlaksananya Permendag Nomor 23 Tahun 2018 

Tentang Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya asal Impor. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai teguran dan penjelasan informasi kepada Tengkulak terkait dalam 

penimbangan jual beli kelapa sawit. 
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b. Hasil penelitan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri,yaitu 

untuk menambah pengetahuan penelitian. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai refrensi untuk 

penelitian selanjutnya dalam penelitian penyelesaian kepada tengkulak 

terkait dalam penimbangan jual beli kelapa sawit. 

d. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam kegiatan penelitian. Oleh 

sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana penelitian tersebut dilakukan, maka penulis 

uraikan unsur-unsur penelitian sebagai berikut : 

1) Jenis dan Sifat penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam kedalam 

penelitian hukum Sosiologis(empiris) yang terkait dengan  penyalahgunaan 

timbangan dalam jual beli kelapa sawit (Studi Kasus Desa Rambah Samo Barat 

Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu). 

Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjono 

soekanto adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan 

hal tentunya memberikan gambaran tentang penyalahgunaan timbangan dalam 

jual beli kelapa sawit oleh Tengkulak (Toke)
3
. 

 

                                                                     
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press 1986 ), 

h. 122      
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2) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sangat membantu untuk menentukan data yang 

akan diambil, sehingga lokasi sangat penting menunjang untuk dapat 

memberikan informasi yang valid. Untuk mendapatkan data yang 

diperlukan, penulis menetapkan tengkulak tengkulak (toke) di Desa 

Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan 

Hulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah 

lokasi tersebut sangat mendukung dan selaras dengan masalah 

penelitian penulis.  

3) subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah petani kebun kelapa sawit di Desa 

Rambah Samo. Objek penelitian ini adalah Tengkulak (Toke) kelapa 

sawit di Desa Rambah Samo Barat. 

4) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian 

yang ditentukan sebelumnya. Adapun populasi penelitian ini adalah 

10 tengkulak (toke). Adapun sampel yang peneliti ambil adala 6 orang 

Tengkulak (Toke), dan 40 petani kelapa sawit, adapun sampel 25 

orang, dan 10 orang pengawai disperindag, adapun sampel yang 

diambil 2 orang, dengan menggunakan sistem acak (random 

sampling), seta menggunakan teknik accidental sampling. Sampel 

adalah himpunan bagian atau sebagai dari populasi. 
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Tabel 1.1 Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 Tengkulak (toke) kelapa sawit 10 6 60% 

2 Petani kelapa sawit 40 25 62,5% 

3 Pegawai Disperindag bidang 

Metrologi 

10 2 20% 

 Total 57 32 - 

 

5) Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang di sertai dengan bukti atau 

fakta yang dapat dirumuskan  untuk menyusun perumusan, 

kesimpulan  atau kepastian sesuatu. Adapun sumber yang diperoleh 

dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Data primer yaitu bahan bahan hukum yang mengikat  dan 

merupakan bahan yang menjadi sumber utama yang digunakan  

dalam penelitian yang diperoleh dari petani kelapa sawit tersebut. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal 

peraturan-peraturan perundang undang serta literature berkenaan 

dengan apa yang diteliti. 

c. Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data ini dapat 
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di peroleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, surat kabar dan 

lain sebagainya. 

6) Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati.
4
.dengan melakukan pengamatan langsung yang ada 

dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. 

b. Angket  digunakan untuk memperoleh data primer yaitu segala data 

,fakta dan keterangan yang berlaku. Penulis merumuskan sejumlah 

pertanyaan yang di buat agar dijawab oleh responden sehingga di 

peroleh data yang akurat. 

c. Wawancara, penulis melakukan wawancara dengan pihak 

Tengkulak, Petani kelapa sawit serta menanyakan pada pihak lain 

sebagai tambahan informasi. 

d. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-

buku, Jurnal dan peraturaan perundang- undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
5
 

 

 

 

                                                                     
4
 Haris herdiyansah, Metode Kualitatif untuk Ilmu- Ilmu Sosial, ( Jakarta ; Salemba 

Humanika , 2010 ), h. 106.  
5
 Hajar . M, Metode Penelitian Hukum, ( Fakultas Syariah  dan Hukum UIN Suska Riau, 

2011 ), h. 53. 
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7) Analisis data 

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data 

merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan penelitian, dan 

pencurahan daya pikir secara optimal. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

data yang tekumpul melalui observasi dan wawancara dianalisis 

dengan teknik analisis data deskriptif, yaitu data tersebut 

dikelompokan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan jenis 

dari data-data tersebut kemudian antara kesekian data dengan data lain 

dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang 

utuh tentang masalah yang diteliti. 

8) Sistematika penulisan 

Untuk memberikan pemaparan antara lain,  pembahasan ini 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang mengenai tinjauan umum lokasi 

penelitian yaitu geografi desa Rambah Samo Barat,demografi Desa 

Rambah Samo Barat, sosial pendidikan, sosial ekonomi, sosial 

keagaman, dan aparatur Desa Rambah Samo Barat.  
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BAB III : TINJAUAN PUTAKA 

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan umum mengenai jual 

beli, pengertian jual beli, pihak yang terkait jual beli, asas jual beli, 

asas terjadinya jual beli, resiko dalam jual beli, Timbangan, dan 

Tengkulak(Toke) 

BAB VI :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat uraian tentang Penyalahgunan Timbangan Dalam 

Jual Beli Kelapa Sawit Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan 

Perlengkapannya asal Impor. Dan penyebab terjadinya 

Penyalahgunaan Timbangan oleh Tengkulak(Toke) dalam jual beli 

kelapa sawit di Desa Rambah Samo Barat kecamatan Rambah Samo..
6
 

BAB V:  PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Saran

                                                                     
6
 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu - ilmu Social, ( Jakarta : 

Salemba Humanika, 2010 ), h. 106 
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Geografis dan Demografis 

1. Geografis 

 Desa Rambah Samo Barat merupakan hasil pemekaran dari Desa 

Rambah Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar pada hari Rabu 

tanggal 26 Juni 1978. Desa Rambah Samo Barat sejak Tahun 1978 sudah 

dipimpin dengan 9 (Sembilan) Kepala Desa baik Depenitif, Pejabat 

Sementara dan Penjabat sampai dengan Sekarang antara lain
7
 : 

a. Rahman 

Masa Jabatan dari 27 Juni 1978 sampai dengan 14 September 1978. 

b. T. Nazaruddin 

Masa Jabatan dari Tahun 1978 sampai dengan Tahun 1996. 

c. Amri Ahmad 

Masa Jabatan dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2007. 

d. Syahrul Umar 

Masa Jabatan dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008. 

e. Burhan Daulay 

Masa Jabatan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 (Pjs. Kepala 

Desa 

 

                                                                     
7 Kantor Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 
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f. Yarmanis Daulay 

Masa Jabatan dari 28 Oktober 2009 sampai dengan 28 Oktober 2015. 

g. Yarmanis Daulay 

Masa Jabatan dari 29 Oktober 2015 sampai dengan 27 Januari 2016 

(Pj. Kepala Desa). 

h. Burhan 

Masa Jabatan dari 28 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2017 

(Pj. Kepala Desa), dan Pelaksana Harian (Plh. Kepala Desa) dari 30 

Januari 2017 sampai dengan 12 Februari 2017. 

i. Yarmanis Daulay 

Masa Jabatan dari 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Februari 2023. 

Desa Rambah Samo Barat termasuk dalam kawasan Kecamatan Rambah 

Samo Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dengan batas wilayah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Langkitin 
 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Suka Maju 

 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Rambah Baru, 

 

Desa Pasir Makmur dan Desa Karya Mulya 
 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Marga Mulya 

dan Hutan Lindung 

Desa Rambah Samo Barat memiliki luas wilayah 3.767 Ha
2
,Jarak antara 
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kecamatan berkisar lebih kurang 1 km, sedangkan ke ibu kota kabupaten 

berjarak 15 km, dan jarak ke Provinsi berkisar 185 km, dengan tinggi 

daratan dari permukaan laut 1,81 M/ dpl, adapun suhu udara harian adalah 

20
o
C sampai 25

o
C. 

1. Demografis 

 Jumlah penduduk Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah  

Samo  menurut  data  terakhir  tahun  2018  adalah   sebanyak 3.257 

jiwa yang terdiri dari 848 kepala keluarga
8
, penduduk Desa Rambah 

Samo Barat berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 

Tabel II.1 

 

Jumlah penduduk Desa Rambah Samo Barat menurut jenis 

kelamin tahun 2018 

 

No Jenis 

kelamin 

Jumlah % 

1 Laki-Laki 1.652 jiwa 50,72 % 

2 Perempuan 1.605 jiwa 49,28 % 

 Jumlah 3.257 jiwa 100 % 

Sumber : Data statistik Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa 

Rambah Samo Barat berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah 

penduduk 3.257 jiwa yang tinggal di Desa Rambah Samo Barat 

                                                                     
8 Ibid., 
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yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.652 jiwa atau dengan 

persentase 50,72%, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 

1.605 jiwa atau dengan persentase 49,28% dari keseluruhan 

penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Desa Rambah Samo Barat 

berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel II.2 

 

Jumlah penduduk desa Rambah Samo Barat menurut 

kelompok umur tahun 2018 

No Kelompok Umur Jumlah % 

1 00-17 tahun 1.242 jiwa 38,13% 

2 18-55 tahun 1.602 jiwa 49,18 % 

3 Usia 55 tahun ke atas 413 jiwa 12,69 % 

 Jumlah 3.257 jiwa 100% 

Sumber : Data Statistik Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok umur 

terbesar adalah usia 18-55 tahun yaitu sebanyak 1.602 jiwa atau 

dipersentasekan sebesar 49,18 %, berikutnya usia 00-17 tahun yakni 

sebanyak 1.242 jiwa atau 38,13 %, kemudian penduduk dengan 

umur 55 tahun keatas sebanyak 413 jiwa atau dipersentasekan 

sebanyak 12,69 % dari keseluruhan penduduk yang ada. 

Kemudian selanjutnya adalah jumlah penduduk berdasarkan 

etnis atau suku yang ada di Desa Rambah Samo Barat, sebagaimana 
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yang tercantum dalam tabel di bawah ini, yaitu : 

Tabel II.3 

 

Jumlah penduduk desa Rambah Samo Barat menurut suku 

atau etnis tahun 2018 

No Suku Laki-Laki Perempua

n 

1 Batak 399 jiwa 401 jiwa 

2 Melayu 1.253 jiwa 1.204 jiwa 

 Jumlah 1.652 jiwa 1.605 jiwa 

Sumber : Data Statistik Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa suku yang ada di 

Desa Rambah Samo Barat ada dua yakni suku Batak sebanyak 399 

jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 401 jiwa, kemudian 

masyarakat yang memiliki suku melayu sebanyak 1.253 jiwa laki-

laki dan 1.204 jiwa perempuan. 

B. Sosial Pendidikan 

Pendidikan di Desa Rambah Samo Barat terus-menerus mengalami 

perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang  menyatakan bahwa 

“setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Lembaga pendidikan yang 

ada di Desa Rambah Samo Barat terdiri dari lembaga pendidikan agama dan umum, 

yang terdiri dari paud, tk, sd, smp, sma untuk bidang pendidikan umum, untuk lebih 

jelasnya sarana pendidikan yang ada di Desa Rambah Samo Barat dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel II.4 

 

Sarana pendidikan di desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

No Jenis 

sekolah 

Negeri Swasta Jumlah % 

1 PAUD - 5 5 38,46 % 

2 TK - 2 2 15,38 % 

3 SD 3 - 3 23,07 % 

4 SMP 2 - 2 15,38 % 

5 SMA 1 - 1 7,71 % 

 Jumlah 6 7 13 100% 

Sumber : Data Statistik Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang 

ada di Desa Rambah Samo Barat yakni PAUD berjumlah 5 buah atau 

dipersentasekan sebesar 38,46 %, kemudian TK berjumlah 2 buah atau 

dipersentasekan sebesar 15,38 %, selanjutnya sarana SD sebanyak 3 buah 

atau dipersentasekan sebesar 23,07 %, kemudian sarana SMP sebanyak 2 

buah atau dipersentasekan sebesar 15,38 % dan sarana SMA sebanyak 1 

buah atau dipersentasekan sebesar 7,71 % dari sarana pendidikan yang  

ada. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.257 jiwa, 

maka sarana pendidikan tersebut sudah bisa dikatakan cukup memadai, 

serta di Desa Rambah Samo Barat juga terdapat pendidikan atau 

pengajaran non formal, terutama di pendidikan agama yang diperoleh di 

mesjid, musholla serta rumah-rumah pengajian yang ada di daerah 
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tersebut. 

Adapun tingkat pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa 

Rambah Samo Barat, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel II.5 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Rambah Samo Barat tahun 

2018 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 Belum sekolah 1.015 jiwa 31,16 % 

2 Taman Kanak-Kanak 151 jiwa 4,63 % 

3 Tamat SD 979 jiwa 30,05 % 

4 Tamat SMP 453 jiwa 13,90 % 

5 Tamat SLTA 572 jiwa 17,56 % 

6 PT (D1-D3) 4 jiwa 0,13 % 

7 S 1 80 jiwa 2,45 % 

8 S 2 3 jiwa 0,12 % 

9 S 3 - - 

 JUMLAH 3.257 jiwa 100% 

Sumber : Data Statistik Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat 

Desa Rambah Samo Barat sangat beragam ada yang belum sekolah 

sebanyak 1.015 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 31,16 %, yang taman 

kanak-kanak sebanyak 151 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 4,63 %, 
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kemudian yang tamat SD sebanyak 979 jiwa atau 30,05 %, tamat SMP 

sebanyak 453 jiwa atau 13,90 %, tamat SMA sebanyak 572 jiwa atau  

17,56 %, yang tamat PT (D1 – D3) sebanyak 4 jiwa atau 0,13 %, yang S1 

sebanyak 80 jiwa atau 2,45 % dan untuk lulusan S2 sebanyak 3 jiwa atau 

dipersentasekan sebanyak 0,12 %. Dengan melihat data di atas dapat 

dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Rambah 

Samo Barat sudah cukup memadai serta kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong sangat tinggi, hal 

ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun 

serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi. 

C. Sosial Ekonomi 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Rambah Samo 

Barat melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, hal ini dapat dilihat 

pada tabel berikut  

Tabel II.6 

Jumlah penduduk desa Rambah Samo Barat berdasarkan mata 

pencaharian tahun 2018 

No Mata pencaharian Jumlah % 

1 Petani 1.132 jiwa 34,75 % 

2 Buruh - - 

3 PNS 65 Jiwa 2 % 

4 Swasta/BUMN 1 Jiwa 0,03 % 
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5 Pedagang 1 Jiwa 0,03 % 

6 TNI/Polri 2 Jiwa 0,06 % 

7 Jasa 7 Jiwa 0,21 % 

8 Pengrajin - - 

9 Nelayan - - 

10 Pekerja Seni - - 

11 Pensiunan 2 jiwa 0,06 % 

11 Tidak bekerja 23 Jiwa 0,75 % 

12 Lainnya 2.024 jiwa 62,14 % 

 Jumlah 3.257 jiwa 100% 

Sumber : Data Statistik Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Rambah 

Samo Barat berdasarkan mata pencaharian di dominasi kategori yang 

lainnya yaitu berjumlah 2.024 jiwa atau dipersentasekan sebesar 62,14 %. 

Masyarakat Desa Rambah Samo Barat yang bekerja sebagai petani 

sebanyak 1.132 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 34,75 %, serta diikuti 

oleh masyarakat yang bekerja sebagai PNS sebanyak 65 jiwa atau 2 %, 

swasta/BUMN sebanyak 1 jiwa atau 0,03 %, yang menjadi pedagang 

sebanyak 1 jiwa atau 0,03 %, TNI/Polri sebanyak 2 jiwa atau 0,06 %, 

sebagai jasa sebanyak 7 jiwa atau 0,21 %, sebagai Pensiunan sebanyak 2 

jiwa atau 1%, sebagai montir sebanyak 8 jiwa atau 0,59%, sebagai polri 

sebanyak 2 jiwa atau 0,06 % dan yang tidak bekerja sebanyak 23 jiwa 

atau dipersentasekan sebanyak 0,75%. 
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D. Sosial Keagamaan 

 Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting yang 

harus ada dalam hidup manusia, tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan 

dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat 

Desa Rambah Samo Barat adalah agama Islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel II.7 

 

Jumlah penduduk menurut agama yang dianut tahun 2018 

 

No Agama Jumla

h 

% 

1 Islam 3.257 Jiwa 100% 

2 Kristen 0 0 

3 Katholik 0 0 

4 Hindu 0 0 

5 Budha 0 0 

 Jumlah 3.257 jiwa 100% 

Sumber : Data Statistik Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa keseluruhan masyarakat 

Desa Rambah Samo Barat yang berjumlah 3.257 jiwa bergama Islam atau 

dipersentasekan sebanyak 100%. Dalam menciptakan masyarakat yang 

beragama sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, 

sehingga dengan memadainya sarana dan prasarana ibadah tersebut dapat 

memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat membangun 
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kesadaran masyarakat dalam bergama serta dapat menciptakan 

masyarakat yang rukun dan harmonis, karena setiap masyarakat sadar 

bahwa agama Islam adalam agama yang rukun dan cinta akan kedamaian. 

Di Desa Rambah Samo Barat terdapat beberapa sarana ibadah, dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel II.8 

Sarana ibadah tahun 2018 

 

No Sarana ibadah Jumlah 

1 Mesjid 6 buah 

2 Mushallah 6 buah 

 Jumlah 12 buah 

Sumber : Data Statistik Desa Rambah Samo Barat tahun 2018 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mesjid berjumlah 6 buah 

dan mushallah berjumlah 6 buah, sarana dan prasarana ibadah tersebut 

sudah cukup memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan agama yang 

terdapat di Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo. 

E. Aparatur Desa Rambah Samo Barat 

 

Adapun Aparatur Desa  / Kelurahan dan BPD Desa Rambah Samo Barat yaitu 

1. Kepala Desa 

 
Nama   : Yarmanis Daulay  

Tempat / Tanggal Lahir : Kaiti, 06 Juli 1978  

Alamat   : Neg. Danau Sati 
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Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 
2. Sekretaris Desa 

 

Nama : Burhan 

Tempat / Tanggal Lahir : Danau Sati, 04 September 1966  

Alamat   : Danau Sati 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
 

3. Perangkat Desa 6 Orang 

 

a) Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa Rambah Samo 

Barat, (JUPRIADI) 

b) Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan Desa Rambah 

Samo Barat, (PAUSI) 

c) Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Rambah Samo Barat, 

(ERNAWATI DAULAY) 

d) Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rambah Samo Barat, 

(RAMADHAN) 

e) Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Rambah  

Samo Barat,(NURHAYATI) 

f) Staf Desa/ Cleaning Servis Desa Rambah Samo Barat (ANIZAR)
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BAB III 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Jual Beli 

Kebutuhan hidup setiap inividu yang semakin meningkat dan jumlah 

masyarakat yang semakin , membuat tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli. 

Selanjutnya pengertian jual beli itu sendiri secara istilah, jual beli berasal dari 

terjemahan  contract of sale, perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457 

KUHPerdata sampai dengan pasal 1540 KHUPerdata. Menurut pasal 1457 

KHUPerdata yang mengatur, bahwa perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. 

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas 

konsesualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdata, perjanjian jual beli 

itu sudah di lahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan 

harga. Maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.
9
 

B. Pengertian jual beli 

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan 

atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut di perlukan adanya hubungan timbal 

balik antara penjual dan pembeli.  

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau 

harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak

                                                                     
9 Subekti, Aneka Perjanjian, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), h. 2 
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 lain, dengan memberi imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan 

transaksi yang di dasari saling ridho yang di dasari secara umum. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja baik antara 

barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. 

C. Pihak yang terkait dalam jual beli 

1. Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari bahasa inggris consumer yang berarti 

pemakai. Secarah harifiah pengertian konsumen adalah seseorang yang 

membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau perusahaan yang 

membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, menurut kamus 

besar bahasa indonesia pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil 

produksi yang berupa barang, pemakaian, makanan dan sebagainya.
10

 

2. Asas- asas Jual Beli 

a. Asas manfaaat untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

mamfaatsebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan.
11

 

b. Asas Keadilan 

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat di wujudkan secara maksimal 

dan memberikan kepastian kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas  Keseimbangan 

                                                                     
10 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: pustaka, Sinar Harapan, 1995) h. 73 
11

 Abdukadir muhammad, Hukum Perdata Indonesia, ( Jakarta citra Aditya Bukti, 2000), h. 

224. 
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Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 

usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada 

konsumen alam pengguna, pemakaian dan pemamfaatan barang dan jasa 

yang di gunakan. 

e. Asas kepastian konsumen 

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan  konsumen, 

serta negara menjamin kepastian hukum.
12

 

Sebagaimana dapat di ketahui hubungan hukum dapat terjadi, tidak hanya 

terjadi karena undang- undang, dapat pula terjadi karena perjanjian. Perjanjian 

dirumuskan dalam pasal 1313 kitab undang-undang halum perdata yang selanjutnya 

di singkat KUHP perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

D. Asas jual beli 

1. Asas manfaat  

untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen harus memberikan maanfaat sebesar besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan 

                                                                     
12 Janus Sidabolak, Op Cit, H. 26 
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Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan 

memberikan kepastian kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. 

3. Asas keseimbangan  

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 

usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen 

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam pengguna, pemakaian dan pemamfaatan barang dan jasa 

yang di gunakan. 

5. Asas kepastian konsumen 

Agarbaik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara 

menjamin kepastian hukum. 

 Sebagaimana dapat di ketahui hubungan hukum dapat terjadi, tidak 

hanya terjadi karena undang undang, dapat pula terjadi karena perjanjian. Perjanjian 

di rumuskan dalam pasal 1313 kitab undang undang halum perdata yang 

selanjutnya disingkat KUHP perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

E. Asas terjadinya jual beli 

1. Asas konsensual  

Sesuai dengan asas konsensual yang terjadi dasar perjanjian, jual beli 

itu sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara penjual 
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dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsure snsensial 

perjanjanjian jual beli. Ketika penjual dan pembeli menyatakan setuju 

tentang benda dan harga. Ketika itu pula jual beli terjadi dan mengikat 

secara sah kedua belah pihak menurut pasal 1458 KUHP perdata, jual beli di 

anggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat 

tentang benda dan harga meskipun benda belum di serahkan dan harga 

belum di bayar. Kata sepakaat yang di maksud adalah apa yang di 

kehendaki oleh penjual sama dengan apa yang di kehendaki oleh pembeli. 

2. Persetujuan kehendak 

Subekti menyatakan bahwa asas tersebut dapat di simpulkan dari pasal 

1320 KUHP perdata yang mengatur tentang unsure- unsure dan syarat- 

syarat perjanjian sah. Salah satunya adalah persetujuan kehendak, atau kata 

sepakat antara pihak- pihak sejak tercapai kata sepakat, maka perjanjian jual 

beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak untuk memenuhinya. 

 

F. Resiko Dalam Jual Beli 

1. Resiko dan keadaan memaksa 

Resiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang di sebabkan oleh 

suatu peristiwa di luar kesalahan penjual dan pembeli. Masalah resiko 

merupakan akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar 

kesalahan penjual atau pembeli, yang menimbulkan musnah atau rusak 

benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa siapa yang bertanggung 

jawab atas kerugian yang timbul. 



31 
 

 
 

2. Pengatur resiko 

Menurut subekti, penerapan pasal 1460 KUHP perdata ini oleh 

masyarakat di rasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu di batasi dengan 

menunjuk yurisprudensi mahkama Agung Belanda yang menafsirkan pasal 

1460. Sera sempit menunjukkan pada perkataan benda tertentu yang harus 

di artikan sebagai benda yang di pilih dan di tujukan oleh pembeli dengan 

pengertian tidak dapat di ukur dengan benda lain, dengan membatasi 

berlakunya pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah dapat di kurangi. 

3. Retailer 

Retailer atau eceran yaitu benda usaha yang mendistribusikan barang/ 

jasa kepada konsumen baik biasanya mereka menjual eceran. Retailer 

mempunyai peranan penting baik dalam penindustribusiannya maupun 

mempromosikan barang tertentu. Biasanya produse/ distributor mengirim 

barang dalam jumlah besar untuk menekan biaya transportasi. Hal ini tentu 

akan menyulitkan konsumen, karena mereka hanya membutuhkan sedikit 

untuk kebutuhan sehari- hari. Retail membantu mereka untuk membeli dari 

produsen/ distributor dan menjual kembali dalam jumlah yang lebih kecil. 

Mereka juga menyimpan barang tersebut sehingga jika konsumen kala 

membutuhkan tinggal membelinya melalui retail menyediakan pelayanan 

(costomer service) retail memperkerjakan orang agar dapat memberikan 

informasi seputar produk tertentu. Para pegawai yang di perkerjakan yang di 

inginkan. Retailer elektronik biasanya membutuhkan pegawai yang relatif 

cukup banyak. Selain itu retailer juga memberikan layanan- layanan berupa 
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kredit untuk barang tertentu layanan pesan antar dan jasa lainnya sesuai 

dengan jenis produk yang di tawarkan. 

Menurut UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 2 “penyelesaian 

sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar 

pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersangkutan” 

berdasarkan ketentuan ini, bisa di katakan ada dua bentuk penyelesaian 

sengketa konsumen: yaitu melalui jalur pengadilan atau di luar jalur 

pengadilan.  

a. Melalui pengadilan 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu 

kepada ketentuan pengadilan umum yang berlaku di indonesia. 

b. Di luar pengadilan 

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan di 

selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin 

tidak akan terjadi kembali kerugian yang di derita oleh konsumen (pasal 

47)  

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana di maksud 

pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di 

atur dalam undang-undang berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 

45 ayat 4 apabila telah di pilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila 
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upaya tersebut di nyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para 

pihak yang sengketa. 

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan 

cara di luar pengadilan bisa di lakukan alternatif sesuai resolusi masalah 

(ADR) le badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) direktorat 

perlindungan konsumen di bawah departemen perdagangan, atau lembaga- 

lembaga lain yang berwenang.
13

 

a. Penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen/ 

BPSK Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu badan 

penyelesaian sengketa konsumen (BPKS) untuk penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian 

sengketa konsumen dapat di lakukan dengan cepat, mudah, dan murah. 

Cepat karena UUPK menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, 

BPSK wajib memberikan putusannya karena prosedur administrasinya 

dan proses pengambilan putusan sangat sederhana dan murah terletak 

pada biaya perkara yang terjangkau.  

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat 

mengadukan usahanya kepada BSPK, baik secara langsung, di wakili 

kuasanya maupun ahli warisnya hanya dapat di lakukan apabila 

konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninngal dunia, 

lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing . pengaduan tersebut 

dapat di sampaikan secara lisan atau tertulis kepada sekertariat BPSK di 

                                                                     
13

 Susanti Abdi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, ( Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta 2011), h. 99 
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kota/ kabupaten tempat domisili konsumen, atau di  kota kabupaten 

terdekat dengan domisili konsumen. 

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK di selenggarakan 

semata- mata  untuk mencapai kesempatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti kerugian dan/ atau mengenai tindakan tertentu ntuk 

mrnjamin tidak atau terulang kemalikerugian yang di terima oleh 

konsumen. Ukuran kerugian materi yang di alami konsumen ini di 

dasarkan besarnya dampak dari pengguna produk barang/ jasa tersebut 

terhadap konsumen. Bentuk jaminanyang di maksud adalah beberapa 

pertanyaan tertulis yang menerangkan bahwa tidak ada terulang kembali 

perbuatan yang telah merugikan konsumen.  

 

G. Timbangan 

1. Pengertian Timbangan 

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.
14

 

Menimbang  Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya 

alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat 

atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa 

penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk 

melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. 

Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai 

(banding) beratnnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan 

                                                                     
14 Peter Salim-Yeny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modren 

Engglish, Pers, 1991), Cet Ke-1, h.1614 
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mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek 

timbangan menyangkut hak manusia. 

2. Jenis- Jenis Timbangan 

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam 

beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya: 

a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis 

dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan 

indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah 

terskala. 

b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara 

elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan 

arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar. 

c. Timbangan Analog,yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam 

rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang 

sayur, buah, ikan, dan sejenisnya. 

d. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan 

perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid 

biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.  

e. Timbangan Badan, yaitu timbbangan yang digunakan untuk mengukur 

berat badan. 

f. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan 

bekerja dengan prinsip tuas. 
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g. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan 

lantai. 

h. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam     

keadaan duduk atau sering disebut platform scale. 

i. Timbangan Emas, jenis timbangan yang memilikinakurasi tinggi untuk 

mengukur massa emas. 

j. Timbangan Yang di Gunakan Oleh Tengkulak (Toke) Timbangan 

Gantung Dacin 110 kg 

Timbangan Gantung Dacin 110 kg ini praktis dan mudah di 

gunakan, menjadi pilihan banyak orang di karenakan tidak 

membutuhkan sumber daya listrik di dalam pengoprasiannya, mudah di 

bawa kemana pun, dan awet meski tanpa perawatan khusus.  

3. Peraturan yang Mengatur tentang Timbangan 

peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang 

metrologi legal. 

Pasal 12 

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapan yang: 

a. Wajib ditera dan ditera ulang 

b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya 
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c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi.
15

  

Pasal 13 

Mentri mengatur tentang: 

a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat tukar, takar, timbangan dan 

perlengkapannya 

b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang 

c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan 

tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk 

jenis-jenis tertentu. 

Pasal 14 

a. Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang 

pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi 

syarat-syarat sebagai mana dimaksud pada pasal 12 huruf c 

undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, 

dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi oleh pegawai 

yang berhak menera atau menera ulang. 

b.  Tata cara pengurusan alat-alat ukur, takar, timbangdan 

perlengkapannya diatur oleh mentri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

H. Tengkulak (Toke) 

1. Pengertian Toke atau  Pelaku Usaha 

                                                                     
15 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, 

h.1224 
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Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlndungan  

Konsumen Pasal 1 angka 3 meyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap 

orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan  usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi.
16

  

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud 

dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, 

pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam defenisi pelaku usaha yang 

dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim 

oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa 

badan hukum atauorang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability 

Directive(selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara 

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen 

adalah 

a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 

mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang 

memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada 

peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen  

                                                                     
16 Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen (Nusa media, Bandung ), h. 30 
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b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang 

mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk 

leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya 

dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam 

arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.  

c. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap 

leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali 

iamemberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang 

tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang 

menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam 

kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan 

tidak menunjukan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 

2, sekalipun nama produsen dicantumkan.  

2. Hak- Hak Tengkulak 

Menurut pasal 6 UUPK pelaku usaha menjelaskan bahwa: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesempatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang di 

perdagangkan. 

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsummen. 
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d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan atau 

jasa yang di perdagangkan. 

e. Hak- hak yang di atur dalam perundang- undangan lainnya.
17

 

I. Kelapa Sawit 

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang sangat penting di dunia yang 

dapat menghasilkan beberapa produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan 

dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Tanaman sawit 
18

berasal 

dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 

1848, beberapa bijinya ditanam di kebun raya Bogor. Sementara sisa benihnya 

ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatra Utara pada tahun 

1870-an. Berkembangnya perkebun sawit di dunia bersamaan meningkatnya 

permintaan minyak nabati akibat revolusi industri pertengahan abad ke-19. 

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satuproduk andalan dari indonesia 

untuk meningkatnya perekonomian negara. Karena dalam enam tahun terakhir 

keuntungan rata-rata cenderung mengalami peningkatan. Dalam pengelolan 

perkebunan sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh rakyat dan perusahaan 

besar, baik pemerintah maupun swasta, Dalam manajemen pengelolaan yang 

masing-masing perusahaan memiliki cara tersendiri mulai dari penanaman sampai 

dengan menghasilkan minyak, yang di kelola dengan wadah organisasi yang 

berbeda-beda. 

                                                                     
17

 Nurhayati, Abbas, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Beberapa Aspeknya, (Ujung 

Padang, Elips Project, 1996 ) h. 13 
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Kelapa sawit telah menjadi komoditas andalan sebagai sumber devisa negara 

non migas, penciptaan lapangan kerja dan pelestarian lingkungan hidup. 

Berdasarkan informasi pusat data dan informasi pertanian, Departemen pertanian 

Saat ini Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia kemudian 

Malaysia di urutan kedua. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit di kuasai 

oleh Indonesia dan Malaysia. Produksi minyak sawit (CPO) Indonesia tahun 2018 

31,10 juta ton dan di posisi kedua di tempati oleh negara jiran Malaysia dengan 

produksi minyak sawit (CPO) tahun 2018 sebesar 19,2 juta ton, di susul oleht 

Thailand,Vietnam, Nigeria, Papua Nugini, Ekuador, Honduras, dan Cote Divoire. 

Dilihat dari perekonomian negara Indonesia saat ini industri kelapa sawit memiliki 

peran penting  karena komoditas ini punya prospek yang baik bagi pendapatan 

petani dan negara, sebagai sumber sumber devisa dan dapat menguragi 

pengangguran dalam bentuk penerimaan pekerjaan. 

Sejalan dengan kebu tuhan kelapa sawit yang terus menerus meningkat 

menyebabkan pelaku usaha terus berupaya untuk meningkat penghasilannya 

walaupun harus melakukan pelanggaran etika yang dapat menimbulkan kerugian 

seketika atau kerugian oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran 

etika bisnis biasanya akan melibatkan sedikit banyaknya kerugian bagi orang lain. 

Dalam etika bisnis menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan 

terutama dalam perdagangan. Dengan demikian dalam hukum bisnis ini 

diselesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu aspek keadilan sangatlah 

penting bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Kejujuran dan kebenaran merupakan 
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nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, kecurangan sikap eksploitasi 

orang lain yang tak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu 

merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 1 

Peraturan menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 yang berbunyi : Alat-alat 

ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah 

alat ukur, alat takar, alat 1981 Tentang timbang dan perlengkapanya sebagaimana 

yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun Metrologi Legal
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian- uraian di atas tentang  penyalahgunaan Timbangan yang 

terjadi di Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo, penulis dapat 

mmengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang 

Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya asal Impor mulai 

berlaku pada 1 Februari 2018, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 

mulai berlaku 1 April 1981, Namun sampai saat ini masih sering dijumpai 

Penyalahgunaan Timbangan oleh Tengkulak(Toke) terhadap hasil kebun 

kelapa sawit petani, sebagaimana tujuan utama dari peraturan tersebut adalah 

untuk memberikan transparansi dan mencegah terjadinya tindakan 

kecurangan. Agar hak dari petani terpenuhi dengan semestinya tanpa ada di 

curangi oleh Tengkulak(Toke). Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan 

menteri perdagangan dan Undang-undang tentang metrologi legal belum 

terlaksana semestinya. 

2.   Penyalahgunaan Timbangan  yang masih terjadi di Desa Rambah Samo 

Barat Kecamatan Rambah Samo masih terdapat kecurangan dalam 

timbangan, penimbangan, dan hal ini di buktikan dengan ketidakjujuran 

dalam timbangan tersebut dalam jual beli kelapa sawit terhadap petani. 
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B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yag dapat dibeikan 

oleh peneliti untuk mewujudkan terlaksananya peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal sesuai dengan keinginan ketentuan yang ada adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk petani sebaiknya lebih bijak dan teliti pada timbangan dan 

penimbangan Tengkulak (Toke) saat menjual hasil kebun sawitnya kepada 

tengkulak. Selain itu petani harus lebih kritis ketika melihat adanya 

indikasi penyalahgunaan timbangan oleh Tengkulak(Toke) dan berusaha 

untuk memperoleh hak-hak serta kepentingannya. 

2. Untuk Tengkulak(Toke) kelapa sawit agar lebih menguasai lebih dalam 

tentang peraturan menteri perdagangan dan undang-undang tentang 

metrologi legal, agar tidak terjadinya penyalahgunaan timbangan,  dan 

transaksi jual beli yang bertentangan dengan aturan tersebut, sehingga 

terjalin kehidupan ekonomi yang sehat. 

3. Untuk pemerintah  khususnya bagi dinas perdagangan melalui UPT 

Metrologi harus melakukan sosialisasi guna menyebarkan informasi 

tentang Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka 

meningkatkan kesadaran Petani dan Tengkulak(Toke), agar terjalin 

kehidupan ekonomi yang sehat.  
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Lampiran 1. 

Angket Penelitian untuk Petani Kelapa Sawit di Desa Rambah Samo Barat Tentang 

Penyalahgunaan Timbangan 

 

  

Identitas Responden  

Nama                     : 

Jenis Kelamin        : 

Umur                     : 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1 Pertanyaan ini di maksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang Penyalahgunaan 

timbangan Kelapa Sawit Oleh tengkulak. 

2 Bacalah terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan dengan baik dan teliti. 

3 Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah,pengisian terhadap angket 

ini tidak berpengaruh apapun kepada anda. 

4 Mohon isi angket ini dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya karena jawaban 

anda di jamin kerahasiannya` 

5 Terimakasih untuk kerjasama dan kesedian mengisi serta mengembalikan angket ini 

 

Daftar pertanyaan untuk Petani Kelapa Sawit : 

1. Berapa lama bapak jadi petani kelapa sawit ? 

A. 1-5 Tahun 

B. 6-10 Tahun 

C. 11-15 tahun 

D. Tidak Tahu 

 

2. Kepada siapa Bapak Menjual Kelapa Sawit ? 

A. PT 

B. Tengkulak(Toke) 

 

3. Bagaimana cara bapak menjual kelapa sawit ? 

A. Perkilo 

B. Pertandan 

 

4.  Apakah Bapak Tahu Tentang Timbangan Dalam Pelaksanaan Transaksi Jual 

Beli Kelapa Sawit ? 

A. Tahu 

B. Tidak Tahu 



 

 

5. Kilo Berat Berapa Yang Dipakai Tengkulak Dalam Menimbang Kelapa Sawit 

? 

A. Dacin 50 Kg 

B. Dacin 110 Kg 

 

6. Apakah bapak tahu Tentang timbangan yang sudah diolah sedemikian 

mungkin sehinnga dapat mengurangi Nilai Takar Berat dari Buah Sawit dari 

berat Normal Sepatutnya ? 

A. Ya 

B. Tidak 

 

7. Apakah Ada Pemotongan Dalam Tiap Kali Bapak Menimbang Kelapa Sawit ? 

A. Ya 

B. Tidak 

 

8. Apakah dalam tiap kali penimbangan kelapa sawit timbangannya masih 

goyang dan langsung di hitung ? 

A. Ya 

B. Tidak 

 

9. Bagaimana sikap bapak melihat timbangan goyang langsung di hitung oleh 

tengkulak ? 

A. Menegur 

B. Tidak Menegur 

 

10. Sampai kemana usaha bapak dalam memberi tahu ? 

A. Menegur 

B. Tidak Menegur 

 

11. Apakah bapak rela atau ikhlas dengan cara timbangan tersebut ? 

A. Ya 

B. Tidak 

  



 

 

Lampiran 2. 

Angket Penelitian untuk Tengkulak Kelapa Sawit di Desa Rambah Samo Barat 

Tentang Penyalahgunaan Timbangan 

 

  

Identitas Responden  

Nama                     : 

Jenis Kelamin        : 

Umur                     : 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1 Pertanyaan ini di maksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang Penyalahgunaan 

timbangan Kelapa Sawit Oleh tengkulak. 

2 Bacalah terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan dengan baik dan teliti. 

3 Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah,pengisian terhadap angket 

ini tidak berpengaruh apapun kepada anda. 

4 Mohon isi angket ini dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya karena jawaban 

anda di jamin kerahasiannya` 

5 Terimakasih untuk kerjasama dan kesedian mengisi serta mengembalikan angket ini 

 

Daftar pertanyaan untuk Tengkulak : 

1. Apakah bapak dalam tiap kali menimbang buah kelapa sawit melakukan 

pemotongan ? 

A. Ya. 

B. Tidak. 

 

2. Apakah tiap kali bapak menimbang timbangannya itu goyang lalu bapak 

hitung ? 

A. Ya. 

B. Tidak. 

 

3. Apakah bapak mengetahui tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

23 Tahun 2018 tentang Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan 

perlengkapannya asal impor dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 

tentang Metrologi Legal dan akibat hukum yang timbulkan jika melanggar 

Dalam Tiap Kali Bapak Menimbang Kelapa Sawit ? 

A. Mengetahui 

B. Tidak Mengetahui 

 



 

 

4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap teguran dari petani tersebut ? 

A. Menjawab. 

B. Tidak Menjawab. 
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